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ABSTRAK 

 

Badan Hippun Pemekonan (BHP) merupakan lembaga legislatif di 

tingkat desa yang menjadi wakil masyarakat di pemerintahan pekon 

dalam menyampaikan aspirasi yang berkedudukan sejajar dengan 

pemerintah pekon dan sebagai mitra kerja Kepala Pekon dan 

melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan pekon. 

BHP terdiri dari penduduk pekon bersangkutan berdasarkan 

keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara mufakat. BHP 

berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah pekon berfungsi 

menetapkan peraturan Pekon bersama kepala pekon dengan 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Tugas Badan 

Hippun Pemekonan dalam penetapan peraturan Pekon diatur dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2006. Pada 

proses penetapan peraturan pekon, BHP dituntun untuk berperan aktif 

pada setiap tahapan mulai dari perumusan hingga penetapan peraturan 

pekon. Namun pada implementasinya, hakikat dan makna serta tujuan 

dan sasaran pelaksanaan tugas BHP untuk kesejahteraan masyarakat 

yang telah diatur dalam peraturan perundang undangan belum dapat 

direalisasikan secara utuh, hal ini misalnya yang terjadi di Desa 

Kejayaan Kabupaten Tanggamus. Berdasarkan penelitian tersebut 

diatas maka rumusan masalah adalah Bagaimana Implementasi atau 

penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 

2006 tentang tugas BHP dalam penetapan peraturan Pekon Kejayaan 

Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggfamus. Bagaimana 

Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peraturan Daerah Kabupaten 

Tanggamus Nomor 13 Tahun 2006 tentang tugas Badan Hippun 

Pemekon. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi 

atau penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 

Tahun 2006 tentang tugas BHP dalam penetapan peraturan Pekon 

Kejayaan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus dan 

untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peraturan Daerah 

Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2006 tentang tugas Badan 

Hippun Pemekon. Skripsi ini merupakan penelitian lapangan (field 

research), Adapun data primer diperoleh langsung dari Kantor Kepala 

Pekon Kejayaan kecamatan talang padang kabupaten tanggamus yang 
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didukung dengan data sekunder dari Peraturan-peraturan yang terkait, 

buku, Jurnal maupun literatur lain yang berkaitan. Setelah data 

terkumpul secara keseluruhan selanjutnya menggunakan pengolahan 

data berupa editing (pemeriksa data), coding (penanda data), 

reconstructing (penyusunan data), kemudian dianalisis dalam 

penelitian menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil yang 

diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa belum sesuainya 

pelaksanaan dalam implementasi tugas BHP yang ada di pekon 

Kejayaan kecamatan talang padang kabupaten tanggamus dalam 

PERDA Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2006 mengenai 

tugas BHP yang mana memuat tugas dari BHP itu sendiri dengan 

Prinsip Hukum positif dan Hukum Islam. Analisis fiqh siyasah yang 

diperoleh yaitu tugas BHP secara hukum positif sesuai dengan ajaran 

hukum Islam, dimana tujuannya untuk kemaslahatan, namun tugas 

BHP dalam Peraturan daerah kabupaten Tanggamus Nomor 13 tahun 

2006 sudah sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam konsep 

teorinya Fiqh Siyasah mengacu pada fiqh siyasah dusturiyah 

Kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan dan 

penetapan peraturan Pekon juga tidak bertentangan dengan Sumber 

Hukum Islam yakni Ijtihad yang mencakup dalam dua hal yaitu 

alMaslahah al- Mursalah untuk kepentingan masyarakat Ahl al-Hall 

Wa al-Aqd menetapkan peraturan pekon sudah berjalan di atas prinsip 

kemaslahatan umat seperti dalam konsep Fiqih Siyasah Selain itu 

Pekon juga tetap mempertahankan Adat-Istiadat yang ada di 

masyarakat setempat 
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MOTTO 

 

                            

                              

 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar 

lagi Maha Melihat” .(Q.S. An-Nisa’ [4]:58) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal kepada pembaca untuk memahami judul 

Skripsi ini, penulis akan terlebih dahulu mengemukakan beberapa 

istilah yang terkadung dalam judul Proposal ini. Untuk itu perlu 

adanya pembatasan dari kalimat penulisan judul agar tidak terjadi 

kekeliruan dan kesalahpahaman. judul skripsi ini adalah 

“Implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Tugas 

Pelaksanaan Badan Hippun Pemekonan Dalam Perspektif 

Siyasah” Adapun hal-hal penting yang berhubungan dengan judul 

tersebut sebagai berikut: 

1. Implementasi 

Implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah 

penerapan atau pelaksanaan.
1
 

2. PERDA (Peraturan Daerah) 

Peraturan Daerah (PERDA) adalah Peraturan Perundang-

undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Peraturan 

Daerah sendiri terdiri atas Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan 

Daerah Kabupaten/Kota.
2
 

3. Tugas 

Tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan 

dalam organisasi.
3
 

 

 

 

                                                             
1 Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: Pusat 

Bahasa,2011).1216 
2 Departemen Pindidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,2011),104 
3 Moekijat, . Analisis Jabatan,( Bandung : Mandar Maju  2017), 10 
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4. Badan Hippun Pekon 

Badan Hippun Pemekonan (BHP) adalah sebutan lain dari 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga 

perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah pekon.
4
 

5. Fiqh Siyasah 

Menurut Abd Wahab fiqh siyasah adalah pengurusan hal-

hal yang bersifat umum bagi negara islam dengan cara menjamin 

perwujudan kemaslahatan dan menghindari kemudoratan 

(bahaya) dengan tidak melampaui batas-batas syari‟ah dan pokok-

pokok syari‟ah yang bersifat umum, walaupun tidak sesuai 

dengan pendapat ulama-ulama mujtahid.
5
 

Berdasarkan pengertian diatas,dapat dipahami bahwa judul 

dari Proposal Skripsi ini adalah “Implementasi Perda Nomor 

13 Tahun 2006 Tentang Tugas Pelaksanaan Badan Hippun 

Pemekonan Dalam Perspektif Siyasah” yang bertujuan untuk 

mengetahui peran badan hippun pemekonan dalam mewujudkan 

masyarakat yang demokrasi. 

 

B. Latar Belakang 

Kebijakan pemerintah menerapkan otonomi daerah berdasarkan 

UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dengan 

memberikan wewenang kepada daerah untuk mengelola urusan rumah 

tangganya sendiri menjadi titik awal proses reformasi pemerintahan, 

khususnya di bidang pemerintahan daerah. Undang-undang ini pada 

prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih 

mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Adapun yang 

dimaksud dengan asas desentralisasi yaitu asas penyerahan wewenang 

pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Implikasi dari pemberlakukan UU No 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintahan Daerah telah menjadikan pekon atau sebutan lain dari 

                                                             
4 Kansil,. Sistem Pemerintahan Indonesia.( Jakarta:Bumi Aksara C.S.T. 

,2008), 9 
5 H.A Djazuli, fiqh siyasah, (Jakarta:kencana, 2007), 30. 
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desa tidak lagi merupakan wilayah administratif yang hanya melayani 

kepentingan administrasi. Pekon juga tidak lagi menjadi bawahan atau 

unsur pelaksanaan daerah. Pekon telah menjadi daerah yang istimewa 

dan bersifat mandiri atau otonom yang berada dalam wilayah 

kabupaten, sehingga setiap warga pekon berhak berbicara atas 

kepentingan sendiri serta mengurus rumah tangganya sendiri sesuai 

kondisi sosial budaya di lingkungan masyarakatnya.
6
 

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus no 13 tahun 

2006 tentang Badan Hippun Pemekonan disebutkan bahwa Badan 

Hippun Pemekonan yang selanjutnya disebut BHP adalah Badan 

Permusyawaratan yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat di Pekon 

yang berfungsi menetapkan Peraturan Pekon, menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat, dengan kata lain BHP merupakan 

salah satu unsur penyelenggaraan pemerintah pekon. Sebagai wahana 

demokrasi pada tingkat pekon, BHP memiliki fungsi legislasi untuk 

menetapkan peraturan pekon. Peran BHP dalam penetapan peraturan 

pekon yaitu menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat; membahas dan merumuskan 

rancangan peraturan pekon bersama kepala pekon; menetapkan 

peraturan pekon bersama kepala pekon.
7
 Pada proses penetapan 

peraturan pekon, BHP dituntun untuk berperan aktif pada setiap 

tahapan mulai dari perumusan hingga penetapan peraturan pekon. 

Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat yang dimiliki pekon mengakibatkan pekon dapat membuat 

dan menetapkan peraturan perundang-undangan untuk lingkup pekon, 

atau disebut dengan peraturan pekon.Peraturan pekon disusun sebagai 

acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan pekon.Peraturan pekon 

merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangan-

undangan yang lebih tinggi serta dibuat berdasarkan kepentingan 

umum dan sosial budaya setempat dalam upaya untuk mencapai 

tujuan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat. 

Pembangunan yang dimaksud bukan saja pembangunan yang 

                                                             
6 Widjaja, HAW. . Otonomi Desa.  (Jakarta: Raja Grafindo Persada:2012), 17 

  
7 Peraturan daerah kabupaten tanggamus nomor 13 tahun 2006 tentang badan 

hippun pemekonan. 
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berbentuk bangunan fisik, akan tetapi mencakup pembangunan mental 

bangsa. Pembangunan tersebut tidak akan mungkin dapat berjalan 

dengan baik tanpa pengaturan serta dukungan yang kuat baik dari 

pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Dukungan tersebut dapat 

berupa dukungan moril maupun materil. Dukungan materil dalam 

pembagunan berupa anggaran dana yang terperinci dan efisien. 

Melaksanakan pembangunan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah 

untuk dilaksanakan, melainkan merupakan pekerjaan yang sulit karena 

membutuhkan suatu perencanaan yang matang.Sehingga dibutuhkan 

peran BHP dalam perencanaan pembangunan pekon dalam sarana 

pemberdayaan masyarakat di pekon baik dalam peningkatan 

keterampilan politik masyarakat maupun dalam melakukan negosiasi, 

kompromi sekaligus mengambil keputusan dalam kebijakan publik. 

Kenyataan yang terjadi sekarang ini, hampir setiap desa/pekon 

di Indonesia memiliki beberapa masalah yang terjadi seperti : 

1. Kurangnya partisipasi masyarakat di Pekon Kejayaan 

2. Kurangnya respon masyarakat tentang adanya BHP 

3. Belum adanya peran dari BHP yang signifikan dalam urusan 

penyelenggaraan pemerintahan pekon, terutama dalam 

menjalankan fungsi legislasinya. 

Pembentukan peraturan pekon lebih banyak atau hampir 

seluruhnya disusun oleh pemerintah pekon tanpa melibatkan lembaga 

legislatif pekon, apalagi melibatkan masyarakat.  

Dalam fiqh siyasah terdapat prinsip kekuasaan terhadap 

pemimpin yang memegang teguh amanah masyarakat, yakni terdapat 

dalam surat an-Nisa‟ ayat 58 sebagai berikut: 
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 “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh 

kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya 

kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 

Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”(Q.S An – 

Nisa [4]:58) 

Apabila ayat tersebut dirumuskan dengan menggunakan metode 

pembentukan garis hokum sebagimana diajarkan oleh Hazarin dan 

dikembangkan oleh Sajuti Thalib,7 maka dari ayat itu dapat ditarik 

dua garis hukum, yaitu; Pertama, manusia diwajibkan menyampaikan 

amanah kepada yang berhak menerimanya. Garis hukum kedua yaitu 

manusia diwajibkan menetapkan hukum dengan seadil-adilnya. Kata 

Amanat dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan “titipan” atau 

“pesan”. Dapat dipahami kata amanat itu adalah suatu pendelegasian 

atau pelimpahan kewenangan dan karena itu kekuasaaan dapat di 

sebut “mandat” yang bersumber atau berasal dari Allah. 

Kekuasaan dalam Islam ialah suatu karunia atau nikmat Allah 

yang merupakan suatu amanah kepada menusia untuk dipelihara dan 

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip 

dasar yang telah ditetapkan dalam al-Qur‟an dan dicontohkan oleh 

sunnah Rasulullah. Kekuasaan itu kelak harus dipertanggungjawabkan 

kepada Allah”. Namun pada implementasinya, hakikat dan makna 

serta tujuan dan sasaran pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan 

masyarakat yang telah diatur dalam peraturan perundang undangan 

belum dapat direalisasikan secara utuh, hal ini misalnya yang terjadi 

di Desa Kejayaan Kabupaten Tanggamus. 

 

C. Batasan Masalah  

Batasan masalah dalam penelitian ini merujuk kepada Perda 

Kabupaten Tanggamus no 13 Tahun 2006 Tentang Tugas Pelaksanaan 

Badan Hippun Pemekonan dijelaskan bahwa Badan Hippun 

Pemekonan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan Pekon, merupakan lembaga yang merupakan 

perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Pekon 
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dan dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 42 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dipandang perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Hippun Pemekonan. 

 

D. Rumusan Masalah Penelitian  

1. Bagaimana Implementasi PERDA No 13 Tahun 2006 Tentang 

Tugas Badan Hippun Pemekonan di Pekon Kejayaan 

Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus? 

2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Tugas Badan 

Hippun Pemekonan Di Pekon Kejayaan Kecamatan Talang 

Padang Kabupaten Tanggamus ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Peran Badan Hippun Pemekonan di Pekon 

Kejayaan Kecamatan Talang Padang 

2. Untuk mengetahui Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Badan 

Hippun Pemekonan di Pekon Kejayaan. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah: 

1. Bagi penulis 

Di harapkan dapat memberikan pengalaman dan wawasan untuk 

penulis dan pembaca. 

2. Bagi Masyarakat 

Dengan adanya Badan Hippun Pemekonan di harapkan dapat 

dijadikan sebagai penyalur aspirasi Masyarakat. 

3. Bagi Badan Hippun Pemekonan 

Di harapkan bisa mengetahui tugas dan kewajibannya sebagai 

Badan Hippun Pemekonan. 
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G. Kajian Penelitian Terdahulu 

1. Dalam Skripsi yang disusun oleh Tislam Nur Karin tentang 

“Kemitraan antar Lembaga Pekon terhadap Pembangunan 

Masyarakat di Pekon Banjarsari Kecamatan Wonosobo Kabupaten 

Tanggamus.”8
 Penulis mengambil bahan penelitian hanya dari 

sektor fisiknya saja dikarenakan menurut penulis masyarakat saat 

ini lebih membutuhkan hasil kinerja aparat pemerintahan yang 

dapat dilihat secara nyata seperti terlihatnya pembangunan-

pembangunan dipekon. Sehingga penulis ingin lebih memfokuskan 

kajian pada sektor pembangunan fisik saja Kemitraan Kepala 

Pekon dan Badan Hippun Pemekonan menjadi penentu arah 

pembangunan masyarakat, sehingga sebagai aparat pemerintah 

pekon makakerjasama antara keduanya perlu untuk 

disinergikan.Hal ini menjadikan peneliti merasa tertarik untuk 

mengkaji lebih dalam bagaimana hubungan kerja.  keduanya dalam 

menjalankan tugas dan wewenang nya masing-masing. 

2. Dalam penelitian terdahulu yang disusun oleh Abid Muhtarom 

tentang “Peranan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) 

dalam pembangunan di desa di kabupaten lamongan” Penulis 

mengambil bahan penelitian hanya pada lembaga pemberdayaan 

masyarakat (LPM) sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam 

merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Adanya wadah 

yang baik guna meningkatkan pembangunan desa sehingga 

aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik dan juga 

dukungan dari pemerintah desa untuk menerima aspirasi 

masyarakat akan mempermudah merencanakan dan melaksanakan 

pembangunan menanamkan pengertian dan kesadaran akan 

pengahayatan dan pengamalan pancasila adalah sebagai dasar 

desa dalam pembangunan.
9
 

 

                                                             
8 Tislam Nur Karin, “Kemitraan antar Lembaga Pekon terhadap 

Pembangunan Masyarakat di Pekon Banjarsari Kecamatan Wonosobo Kabupaten 

Tanggamus.”” (skripsi: universitas lampung; 2018) 
9 Abid Muhtarom, Peranan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dalam 

pembangunan di desa di kabupaten lamongan , Jurnal enelitian ekonomi dan 

akuntansi, Vol 1 No 3, Oktober 2016 
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H. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian 

dilaksanakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode 

kualitatif karena metode focus pengamatan yang mendalam dilakukan 

secara turun kelapangan, Untuk mendapatkan data dan informasi 

dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis penelitian 

Dilihat dari tempat pelaksanaannya, penelitian ini adalah 

penelitian lapangan atau “field research”. Menurut Cholid 

Narbuko dan Abu Ahmadi penelitian lapangan yaitu penelitian 

yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar 

belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu 

kelompok sosial, individu, lembaga, atau masyarakat.
10

 Proses 

penelitian ini yaitu dengan mengangkat data dan permasalahan 

yang ada dilapangan dalam hal ini adalah berkenaan dengan  

Badan Hippun Pemekonan Pekon Kejayaan dalam 

pembangunan fisik di Kecamatan Talang Padang Kabupaten 

Tanggamus. 

b. Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat penelitian 

deskriptif, yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang 

diselidiki dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan 

subyek/obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-

fakta yang nampak atau sebagaimana adanya.
11

 Dalam hal ini 

peneliti akan mengungkapkan segala sesuatu yang berhubungan 

dengan adanya Kepala Pekon dan Badan Hippun Pemekonan 

dalam Pembangunan Fisik mulai dari perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan serta pengawasannya di Pekon 

Kejayaan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus . 

                                                             
10 Lexy Meleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 1995), 6 
11 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

2002), 326  
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2. Data dan Sumber Data 

a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung 

yang berkaitan dengan objek yang diteliti, data primer 

didapatkan dengan melalui metode wawancara, dokumentasi 

dan observasi terhadap Badan Hippun Pemekonan 

b. Data sekunder diperoleh dari berbagai referensi buku– buku, 

surat kabar, literatur yang tersedia dan peraturan– peraturan 

yang ada mengenai Badan Hippun Pemekonan.
12

 

3. Populasi dan Sampel 

a.Populasi 

 Populasi dalam penelitian ini adalah Badan Hippun 

Pemekonan dan masyarakat Pekon Kejayaan dengan 

keseluruhan Warga yang Berjumlah 500 orang Termasuk 

Badan Hippun itu tersendiri. 

b. Sampel 

 Badan Hippun Pemekonan menjadi penentu arah 

pembangunan masyarakat, sehingga sebagai aparat 

pemerintahan pekon maka kerja sama antara ke duanya perlu 

untuk disinergikan. Hal ini menjadikan peneliti merasa 

tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana hubungan 

kerja kedua nya dalam menjalankan tugas dan wewenang 

masing masing. oleh karna itu peneliti mengambil  dari total 

500 sampel yaitu sebanyak 15 orang dari 3 Dusun yaitu 1 

Orang Kepala Desa, 3 Orang Aparatur Desa, 3 Orang Badan 

Hippun Pemekon, 2 Orang Tokoh Masyarakat, 1 Tohoh 

Agama, Dan 5 Warga Masyarakat Pekon. 

c.Teknik Sampling 

Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel 

dimana menggunkan sampel Sampling Purposive, artinya 

                                                             
12 Ibid, 327 
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pengambilan sample secara sengaja sesuai dengan 

persyaratan sample yang diperlukan.
13

  

4. Teknik Pengumpulan Data 

a.Observasi 

Dalam pengertian psikologik, observasi atau yang 

disebut pula dengan pengamatan, meliputi pemusatan 

perhatian terhadap sesuatu obyek dengan menggunakan 

seluruh indra. Metode ini digunakan dengan jalan 

mengamati dan mencatat segala fenomena-fenomena yang 

nampak dalam objek penelitian.Disamping itu juga dapat 

menyaring data yang tidak objektif dari data yang 

dikemukakan oleh para responden melalui 

interview.Mengingat data yang didapat melalui wawancara 

kadang-kadang dipengaruhi oleh sifat subjektifitas orang 

yang menyampaikan keterangan tersebut.Dengan demikian 

data yang diperoleh benar-benar merupakan data yang 

dapatdi pertanggung jawabkan.
14

  Peneliti didalam penelitian 

ini berusaha mengamati apa yang dilakukan oleh Kepala 

Pekon dan Badan Hippun Pemekonan Pekon Kejayaan 

Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus dalam 

bermitra sebagai tugasnya dalam mewujudkan pembangunan 

masyarakat sesuai dengan RKP-P yang kemudian dikaitkan 

dengan apa yang terjadi dilapangan. Hal ini dilakukan 

sebagai upaya untuk mendapatkan data yang konkrit 

mengenai bentuk-bentuk kemitraan yang dijalin antara 

keduanya dalam pembangunan masyarakat serta untuk 

mengetahui apakah kemitraan ini berdampak kesejahteraan 

bagi masyarakat atau tidak. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada 

narasumber, Kepala Pekon dan Badan Hippun Pemekonan 

                                                             
13 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal Cet ke-7 (Jakarta: 

Bumi Aksara,2004),  64. 
14 Ibid, 35 
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Pekon Kejayaan Kecamatan Talang Padang Kabupaten 

Tanggamus dalam bermitra sebagai tugasnya dalam 

mewujudkan pembangunan masyarakat sesuai dengan RKP-

P yang kemudian dikaitkan dengan apa yang terjadi 

dilapangan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk 

mendapatkan data yang konkrit mengenai bentuk-bentuk 

kemitraan yang dijalin antara keduanya dalam pembangunan 

masyarakat serta untuk mengetahui apakah kemitraan ini 

berdampak bagi kesejahteraan bagi masyarakat atau tidak. 

d. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai 

hal-hal variable yang berupa catatan atau dokumen, surat 

kabar, majalah, dan lain sebagainya.
15

 Dalam hal ini peneliti 

menggunakan beberapa karya ilmiah, dokumen panduan 

kerja aparat pemerintah Tanggamus, peraturan-peraturan 

yang berkaitan dengan judul penelitian, serta dokumen lain 

yang menunjang judul penelitian. Hal ini dilakukan untuk 

memperoleh data tentang bentuk struktur lembaga aparat 

pemerintah pekon Kejayaan, tugas dan wewenang Kepala 

Pekon dan Badan Hippun Pemekonan dalam pembangunan 

masyarakat, sejarah pekon serta kondisi geografis dan 

keadaan demografis pekon. 

5. Teknik Pengelolaan Data 

a.Editing, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah 

dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau 

terkumpul itu tidak logis dan meragukan.
16

 

b. Sistematisasi Data (systematizing), yaitu menempatkan data 

menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan 

masalah. 

 

 

                                                             
15 Ibid, 36 
16 .Ibid, 57. 
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6. Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis kualitatif, menurut Suharsimi Arikunto analisa 

kualitatif digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang 

dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan 

dan diangkat sekedar untuk mempermudah dua penggabungan 

dua fariable yang selanjutnya dikualifikasi kembali. Setelah 

data tersebut diolah kemudian dapat dianalisis dengan 

menggunakan cara berfikir induktif yaitu “ berangkat dari 

fakta- fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian 

dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum ke khusus”.
17

 

Peneliti menggunakan data kualitatif dalam 

menganalisis data karena menggambarkan kata-kata atau 

kalimat sehingga dalam hal ini peneliti mengunakan metode 

berfikir induktif untuk menarik kesimpulan dari data yang 

diperoleh yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-

peristiwa yang konkrit dan umum kemudian ditarik 

kesimpulan yang bersifatkhusus. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab dan pada setiap bab 

terdiri dari beberapa sub bab, secara sistematika pembahasan tersebut 

adalah sebagai berikut: 

Bab satu sebagai bab pendahuluan, memuat tentang penegasan 

judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian 

penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab dua merupakan landasan teori yang berisi pembahasan 

teoritis mengenai  “Impementasi Perda No 13 Tahun 2006 Tentang 

Tugas Badan Hippun Pemekonan Dalam Perspektif Fiqih Siyasah 

(Studi Di Pekon Kejayaan Kecamatan Talang Padang Kabupaten 

                                                             
17 Samiaji Sarosa, Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar, (Jakarta: PT. Indeks, 

2012), 45 
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Tanggamus) 

Bab tiga adalah deskripsi objek penelitian yang membahas 

mengenai gambaran umum objek serta penyajian fakta dan data 

penelitian. 

Bab empat membahas mengenai analisis data penelitian dan 

temuan penelitian tentang “Impementasi Perda No 13 Tahun 2006 

Tentang Tugas Badan Hippun Pemekonan Dalam Perspektif Fiqih 

Siyasah (Studi Di Pekon Kejayaan Kecamatan Talang Padang 

Kabupaten Tanggamus)”. 

Bab lima sebagai penutup yang memaparkan kesimpulan dan 

rekomendasi. Penulis dalam hal ini akan menyimpulkan sebagai inti 

dari keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan beberapa rekomendasi 

sebagai saran yang diperlukan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan Penelitian dan uraian dalam bab-bab 

sebelumnya, penulis menarik kesimpulan bahwa: 

1. Implementasi Tugas Badan Hippun Pemekonan yang ada di Pekon 

Kejayaan belum terlaksana dengan baik dan beberapa tugasnya pun 

belum sesuai sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Pasal 3 

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2006. 

Dimana tugas BHP dalam penampung aspirasi masyarakat, 

pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan Pekon belum 

juga terlaksana dengan baik. Hal ini dapat disebabkan karena 

kurangnya kesadaran dari setiap individu yang memiliki kekuasaan 

dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan amanahnya. 

Sehingga hal ini mengakibatkan ketidak percayaan masyarakat 

terhadap Pemerintahan Pekon. Padahal aspirasi rakyat sangat 

dibutuhkan karena dengan memudahkan rakyat dilibatkan dalam 

setiap keputusan yang ada, sehingga terjalin hubungan yang saling 

memahami antara kewajiban dan hak masing- masing. 

2. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13 

tahun 2006 tentang tugas BHP dalam Peraturan daerah kabupaten 

Tanggamus sudah sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini 

terlihat bahwa dalam pelaksanaan tugas sudah amanah dalam 

pelaksanaanya,  menetapkan suatu peraturan harus adil dalam 

keseluruhan, mampu melaksanakan tugas dengan baik, 

bertanggung jawab dalam pelaksanaannya, serta sesuai dengan 

aspirasi rakyatnya. Dalam konsep teorinya Fiqh Siyasah terhadap 

penetapan peraturan Pekon juga tidak bertentangan dengan Sumber 

Hukum Islam yakni Ijtihad yang mencakup dalam dua hal yaitu al- 

Maslahah  dan al- Mursalah. Berdasarkan penjelasan di atas 

penetapan peraturan Pekon yang ada di Pekon Kejayaan juga 

mempertimbangkan al-Maslahah dan al- Mursalah untuk 

kepentingan masyarakat. Hal ini menunjukan bahwa implementasi 
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tugas BHP dalam menetapkan peraturan pekon sudah berjalan di 

atas prinsip kemaslahatan umat seperti dalam konsep Fiqih Siyasah 

Selain itu Pekon juga tetap mempertahankan Adat-Istiadat yang 

ada di masyarakat setempat.  

 

B. Rekomendasi 

 Atas penelitian yang telah penulis lakukan, adapun 

rekomendasi yang dapat penulis sampaikan yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi pihak Lembaga Pekon terkhususnya BHP dapat bekerja sama 

dan berkoordinasi baik dengan Aparat Pekon, BHP juga 

diharapkan agar lebih bertanggung jawab, dan kesadarannya dalam 

menjalankan tugas serta menjalankan amanahnya sebaik mungkin. 

Sehingga hal yang dianggap belum berhasil oleh masyarakat dapat 

diperbaiki kedepannya agar terwujudnya masyarakat Pekon 

Kejayaan kecamatan Talang Padang yang sejahtera. 

2. Bagi BHP dan Masyarakat, di masa yang akan datang dapat 

menggunakan landasan Hukum Perspektif Fiqh Siyasah untuk 

mengambil keputusan, menetapkan dan melaksanakan suatu 

peraturan Pekon. 
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